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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan studi kasus serta metode
yuridis empiris untuk menganalisis
implementasi peraturan terkait aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas di sektor
transportasi, khususnya di Stasiun Purworejo.
Pendekatan ini memungkinkan identifikasi
kesenjangan antara regulasi yang ada, seperti
UU No. 8 Tahun 2016, dan kondisi faktual di
lapangan. Data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan penyandang
disabilitas, pengelola stasiun, serta pemangku
kepentingan terkait, sementara data sekunder
dikumpulkan dari dokumen  kebijakan
pemerintah, studi literatur, dan observasi
langsung terhadap fasilitas stasiun. Analisis data
dilakukan secara tematik untuk
mengidentifikasi permasalahan dan
merumuskan solusi terkait infrastruktur yang
ramah disabilitas. Hasil penelitian menekankan
pentingnya kolaborasi antara pemerintah,
sektor swasta, dan komunitas disabilitas dalam
menciptakan lingkungan transportasi yang
lebih inklusif, serta perlunya peningkatan
kesadaran,  keterampilan  petugas, dan
keterlibatan penyandang disabilitas dalam
perencanaan serta evaluasi fasilitas publik.
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This study employs a qualitative method with a
case study approach and an empirical juridical
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Accepted: 10 Feb 2025 method to analyze the implementation of

Published: 11 Feb 2025 regulations related to accessibility for persons
with disabilities in the transportation sector,
particularly at Purworejo Station. This approach
enables the identification of gaps between
existing regulations, such as Law No. 8 of 2016,
and the actual conditions in the field. Primary
data were obtained through in-depth interviews
with persons with disabilities, station managers,
and relevant stakeholders, while secondary data
were collected from government policy
documents, literature studies, and direct
observations of station facilities. Data analysis
was conducted thematically to identify issues and
formulate solutions related to disability-friendly
infrastructure. The study's findings emphasize the
importance of collaboration between the
government, the private sector, and disability
communities in creating a more inclusive
transportation environment, as well as the need
to raise awareness, enhance staff skills, and
involve persons with disabilities in the planning
and evaluation of public facilities.
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Pendahuluan
Fasilitas publik, terutama transportasi, merupakan kebutuhan mendasar bagi

semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Di Indonesia, UU No. 8
Tahun 2016 menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan
aksesibilitas yang setara di ruang publik. Undang undang tersebut
menjelaskan tentang hak yang harus di dapatkan para penyandang disabilitas
diantaranya kesamaan hak atas fasilitas publik Namun, implementasi undang-
undang ini masih menjadi tantangan, terutama di daerah seperti Purworejo.
Stasiun Purworejo berstatus nonaktif dan ditetapkan sebagai cagar budaya,
sementara Stasiun Kutoarjo berperan sebagai pusat transportasi utama di
wilayah tersebut. Dengan 42.312 penumpang naik dan 44.704 penumpang
turun selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Stasiun Kutoarjo menjadi
stasiun tersibuk kedua di Daop 5 Purwokerto. Tingginya mobilitas ini
menegaskan pentingnya penelitian aksesibilitas fasilitas transportasi bagi
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penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo. Meskipun ada upaya regulasi,
masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam aksesibilitas yang
membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan fasilitas tersebut secara
efektif.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai temuan terkait aksesibilitas
fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Propiona (2021) mengevaluasi
aksesibilitas fisik di transportasi publik, khususnya Jakarta, dan menemukan
bahwa infrastruktur sering tidak memenuhi standar UU No. 8 Tahun 2016.
Namun, penelitian ini kurang membahas aspek sosial, seperti kesadaran staf
atau pengalaman pengguna. Dewi (2020) menyoroti hambatan non-fisik,
termasuk kurangnya pelatihan bagi petugas layanan dan sistem informasi
yang tidak inklusif, tetapi tidak mendalami masalah infrastruktur fisik.
Sementara itu, Sari (2021) dan Nugraha (2020) mengamati penerapan
aksesibilitas di Surabaya, mencatat kendala seperti standar yang tidak
konsisten dan minimnya pengawasan, tetapi kurang melibatkan pandangan
langsung penyandang disabilitas terkait kebutuhan spesifik mereka.
Penelitian Rahman (2020) dan Wahyuni (2022) mengambil pendekatan
holistik, menyoroti pentingnya komitmen politik dan kolaborasi lintas sektor
dalam menciptakan desain inklusif, tetapi tidak menyediakan data spesifik
untuk daerah pedesaan seperti Purworejo

Selain itu, Andika (2022) menunjukkan potensi teknologi seperti aplikasi
navigasi untuk meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas, tetapi
tantangan implementasi di daerah dengan keterbatasan infrastruktur
teknologi belum banyak dibahas. Kekurangan utama dari penelitian-penelitian
tersebut adalah fokus yang terlalu terpusat pada kota besar, seperti Jakarta
dan Surabaya, sehingga kurang relevan untuk daerah pedesaan. Selain itu,
kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengumpulan data,
minimnya pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek fisik, sosial, dan
teknologi, serta kurangnya evaluasi pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 di
tingkat daerah, masih menjadi kendala signifikan.

Penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas fisik di transportasi publik dan
stasiun, seperti Stasiun Purworejo, sering kali tidak memadai. Kekurangan ini
tidak hanya terjadi di Purworejo tetapi juga mencerminkan masalah nasional
yang lebih luas dalam penerapan standar aksesibilitas. Studi yang dilakukan di
Jakarta menunjukkan bahwa meskipun undang-undang sudah ada,
infrastruktur di lapangan sering kali tidak memenuhi kebutuhan individu
penyandang disabilitas. Kesenjangan antara kebijakan dan realitas ini
menciptakan hambatan fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas, sehingga
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mengurangi kemandirian dan mobilitas mereka di ruang publik (Propiona,
2021).

Lebih lanjut, pusat transportasi di seluruh Indonesia masih menghadapi
hambatan besar dalam menyediakan fasilitas yang aksesibel, seperti ramp,
jalur pemandu taktil, dan toilet yang aksesibel, yang sangat penting untuk
memfasilitasi pergerakan penyandang disabilitas. Kesenjangan ini diperparah
oleh hambatan non-fisik, seperti kurangnya kesadaran staf dan sistem
informasi yang tidak memadai, yang mengurangi inklusivitas layanan
transportasi publik (Dewi, 2020). Oleh karena itu, memastikan kesesuaian
antara pengembangan infrastruktur dengan regulasi aksesibilitas menjadi
tantangan yang penting.

Evaluasi terhadap aksesibilitas fasilitas transportasi publik sangat penting
untuk memastikan inklusi sosial dan hak yang setara bagi penyandang
disabilitas. Penelitian yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia, seperti
Jakarta dan Surabaya, menemukan bahwa kesadaran terhadap pentingnya
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih rendah. Banyak institusi
publik yang belum sepenuhnya menerapkan solusi aksesibilitas yang
komprehensif. Di Surabaya, meskipun ada upaya untuk memperbaiki fasilitas
publik, kurangnya standar yang konsisten serta pengawasan menjadi kendala
utama yang menghambat terciptanya layanan ramah disabilitas yang merata
(Sari, 2021; Nugraha, 2020).

Oleh karena itu, pendekatan menyeluruh dalam menghadapi tantangan
aksesibilitas ini tidak dapat diabaikan. Membangun fasilitas publik yang
inklusif harus dipandang bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga
sebagai keharusan moral untuk mendukung partisipasi semua warga negara
dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya desain yang inklusif serta
komitmen politik yang memadai, perkembangan menuju pencapaian
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas akan terus terhambat di tingkat
nasional, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan (Rahman, 2020;
Wahyuni, 2022).

Meskipun kerangka regulasi telah ada, perbaikan infrastruktur dan pelatihan
staf sangat penting untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas di daerah
seperti Purworejo. Untuk memastikan aksesibilitas di Stasiun Purworejo,
kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta diperlukan.
Selain perubahan fisik, peningkatan pemahaman dan keterampilan petugas
stasiun dalam menangani penyandang disabilitas juga krusial. Penelitian
menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan menyebabkan layanan yang tidak
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responsif, sehingga pelatihan berkelanjutan bagi petugas sangat dibutuhkan
untuk memahami dan menghormati kebutuhan khusus penyandang
disabilitas (Nirmala, 2021; Dewi, 2020).

Selain itu, dukungan dari sektor swasta juga dapat memainkan peran penting
dalam meningkatkan aksesibilitas di Stasiun Purworejo. Kerja sama dengan
perusahaan teknologi atau organisasi yang fokus pada inklusivitas dapat
membantu mengembangkan solusi digital yang memudahkan penyandang
disabilitas. Contohnya, aplikasi panduan navigasi atau sistem informasi
berbasis suara yang dapat diakses melalui perangkat mobile bisa menjadi
alternatif yang efektif. Inisiatif serupa telah diterapkan di berbagai stasiun
besar di luar negeri, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk lebih
mandiri dalam menggunakan transportasi umum (Andika, 2022).

Kemajuan dalam aksesibilitas transportasi di daerah seperti Purworejo juga
membutuhkan keterlibatan aktif dari komunitas disabilitas sendiri. Dengan
melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
terkait pengembangan infrastruktur stasiun, pemerintah dan pengelola
stasiun dapat memastikan bahwa kebutuhan spesifik penyandang disabilitas
dipertimbangkan secara langsung. Partisipasi masyarakat ini dapat mencakup
forum konsultasi atau pengujian fasilitas baru oleh penyandang disabilitas
untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan
kebutuhan mereka di lapangan (Sari, 2023).

Penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada
masalah aksesibilitas ini. Dukungan kebijakan yang kuat dan pengawasan yang
ketat terhadap implementasi aksesibilitas di stasiun dan fasilitas publik
lainnya akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.
Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas
dapat menghasilkan solusi inovatif yang tidak hanya memenuhi standar
aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas
secara keseluruhan (Rizki, 2023; Sumarni, 2023).

Pada akhirnya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan transportasi yang inklusif
di Purworejo. Kesadaran bahwa inklusivitas bukan hanya soal menyediakan
fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan budaya layanan yang responsif dan
menghormati hak semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas,
menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan
membawa Purworejo lebih dekat ke arah kota yang benar-benar ramah
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disabilitas, di mana transportasi publik dapat diakses oleh semua orang tanpa
hambatan yang berarti (Wahyuni, 2019).

Topik penelitian ini dipilih oleh penulis karena masih adanya kesenjangan
yang signifikan antara kebijakan aksesibilitas dan realitas di lapangan,
terutama di daerah seperti Purworejo. Meskipun undang-undang telah
menjamin hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, implementasinya
sering kali terhambat oleh kurangnya fasilitas fisik yang memadai dan
minimnya kesadaran di kalangan petugas layanan publik. Penulis berharap
bahwa penelitian ini dapat mendorong diskusi lebih lanjut serta aksi nyata
untuk menciptakan lingkungan transportasi yang inklusif dan ramah bagi
semua warga negara, terutama mereka yang membutuhkan aksesibilitas
terutama mengenai pengaturan hak-hak disabilitas dalam fasilitas publik
berdasarkan UU NO 8 Tahun 2016 dan implementasi UU NO 8 Tahun 2016 di
Stasiun Purworejo.

Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyandang
disabilitas yang sering menggunakan fasilitas stasiun, pengelola stasiun, serta
pemangku kepentingan terkait. Data sekunder diperoleh dari dokumen-
dokumen kebijakan pemerintah, studi literatur terkait aksesibilitas, dan
pengamatan langsung terhadap sarana prasarana di Stasiun Purworejo.
Teknik analisis data menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi
masalah dan menemukan solusi terkait infrastruktur yang ramah disabilitas.
Metode dalam penelitian ini dapat dibaca pada Bagan 1.

.-

Bagan 1. Metode Penelitian
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Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hak-Hak Disabilitas dalam Fasilitas Publik
Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 adalah

"setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan
hak." Selain istilah "penyandang disabilitas," saat ini juga berkembang istilah
difabel (different ability) yang lebih menekankan pada perbedaan kemampuan
dibandingkan keterbatasan. Istilah ini dianggap lebih inklusif dan positif
dalam mendukung hak-hak serta partisipasi penuh penyandang disabilitas
dalam berbagai aspek kehidupan. Aksesibilitas menurut Pasal 1 Ayat (5) UU
No. 8 Tahun 2016 adalah "kemudahan yang disediakan untuk Penyandang
Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan." Definisi ini
menegaskan bahwa setiap fasilitas, layanan, dan infrastruktur publik harus
dirancang agar dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk
penyandang disabilitas, tanpa hambatan.

Disabilitas mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan sekadar
keterbatasan fisik. Definisi ini mencakup individu yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung
lama, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi dengan
lingkungannya. Keterbatasan ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan masyarakat. Intinya,
disabilitas tidak hanya terkait dengan kondisi medis, tetapi juga tentang
interaksi antara individu dan lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung
keberagaman kemampuan.

Sementara itu, aksesibilitas merujuk pada kemudahan yang harus disediakan
bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat memiliki kesempatan yang
setara dengan warga negara lainnya. Aksesibilitas ini dapat berupa fasilitas
fisik, seperti jalur khusus di tempat umum, layanan publik, pendidikan inklusif,
hingga dukungan teknologi yang memudahkan mereka dalam menjalani
kehidupan sehari-hari dan berkontribusi secara aktif di masyarakat. Hal ini
penting untuk mewujudkan kesetaraan hak dan partisipasi bagi semua warga
negara, sesuai dengan semangat non-diskriminasi yang diatur dalam undang-
undang.

Sedangkan berdasarkan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2016, hak aksesibilitas
penyandang disabilitas meliputi "hak mendapatkan aksesibilitas untuk
memanfaatkan fasilitas publik dan hak mendapatkan akomodasi yang layak
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sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu." Pasal ini menegaskan kewajiban
negara dan penyelenggara fasilitas publik untuk menyediakan sarana yang
memungkinkan penyandang disabilitas dapat mengakses dan memanfaatkan
fasilitas tersebut secara setara dengan warga negara lainnya. Sedangkan pada
pasal 19 disebutkan hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik
secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi dan hak untuk
pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses
di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Hal ini berarti bahwa
penyandang disabilitas berhak untuk dapat mengakses fasilitas-fasilitas
publik secara setara dengan warga negara lainnya. Fasilitas publik yang
dimaksud bisa mencakup transportasi umum, gedung pemerintahan, sekolah,
tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur lain yang tersedia untuk umum.
Untuk mewujudkan hak ini, fasilitas publik harus dirancang dan diadaptasi
agar ramah disabilitas, seperti menyediakan jalur khusus, lift, toilet khusus,
dan informasi yang mudah diakses. Akomodasi ini bersifat individual,
tergantung pada jenis disabilitas yang dialami. Misalnya, penyandang
disabilitas fisik mungkin memerlukan akses kursi roda, sementara
penyandang disabilitas intelektual atau sensorik mungkin memerlukan alat
bantu visual atau audio.

Penyandang disabilitas juga berhak memperoleh akomodasi yang layak dalam
pelayanan publik yang optimal dan layak, tanpa diskriminasi. Ini berarti
bahwa lembaga pelayanan publik, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan,
kepolisian, dan lembaga pendidikan, wajib menyediakan pelayanan yang
disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, baik dalam bentuk
fasilitas fisik maupun pelayanan administratif yang lebih ramah disabilitas.
Hak ini termasuk juga penyediaan fasilitas seperti akses jalan, perangkat
khusus, atau alat bantu komunikasi yang bisa digunakan tanpa dikenai biaya
tambahan.

Menurut Pasal 105 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah
wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan pada pasal 107 disebutkan pelayanan jasa transportasi terdiri dari
pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut,
dan transportasi udara. Dengan demikian stasiun sebagai salah satu fasilitas
publik yang keberadaannya harus dilengkapi dengan fasilitas hak-hak
penyandang disabilitas.
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Sebagai contoh, aksesibilitas fisik mencakup penyediaan jalur khusus bagi
pengguna kursi roda, lift yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas,
papan informasi dalam huruf braille bagi tunanetra, atau petunjuk suara bagi
mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan. Sementara itu, aksesibilitas
non-fisik mencakup layanan pendampingan, penerjemah bahasa isyarat, dan
aksesibilitas digital yang mencakup layanan daring yang ramah bagi
penyandang disabilitas. Dengan kata lain, pemerintah dan pemerintah daerah
tidak hanya dituntut menyediakan layanan, tetapi juga memastikan bahwa
layanan tersebut dapat diakses secara inklusif oleh semua lapisan masyarakat
tanpa terkecuali.

Stasiun kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang sangat
penting karena melayani ribuan penumpang setiap harinya, termasuk
penyandang disabilitas. Kereta api sering menjadi pilihan utama bagi
masyarakat yang melakukan perjalanan jauh, mengingat efisiensi waktu dan
biaya. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, sektor transportasi
kereta api di Indonesia mencatatkan sekitar 300 juta penumpang per tahun
pada 2023, dengan semakin banyak orang yang mengandalkan transportasi
publik, termasuk penyandang disabilitas, untuk mobilitas mereka. Sebagai
fasilitas publik yang melayani masyarakat luas, stasiun kereta api wajib
menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan
ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2016. Aksesibilitas ini sangat penting untuk
memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk
memanfaatkan fasilitas publik, mengingat banyaknya orang yang bergantung
pada transportasi kereta api sebagai sarana mobilitas yang utama.

Sebagai bagian dari sistem transportasi massal, stasiun harus memenuhi
berbagai standar aksesibilitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini
bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap
hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan dalam mengakses fasilitas publik.
Pemerintah dan operator jasa transportasi berkewajiban memastikan fasilitas
seperti ramp, lift, eskalator, toilet aksesibel, dan ruang tunggu ramah
disabilitas selalu tersedia dan berfungsi dengan baik. Karena pengkajian
fasilitas publik ini berkaitan dengan moda transportasi kereta api, analisis juga
perlu dilakukan berdasarkan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perkeretaapian. Dalam analisis ini, perlu ditinjau bagaimana
pengaturan sarana dan prasarana sistem perkeretaapian, serta sejauh mana
hak-hak penyandang disabilitas diatur dengan jelas dalam peraturan tersebut.
Hal ini penting untuk mengkaji apakah peraturan tersebut sudah mencakup
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kebutuhan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas dan
apakah implementasinya sudah efektif di lapangan.

Dengan demikian, peraturan yang tertuang dalam Pasal 105 dan Pasal 107
menekankan pentingnya inklusivitas dan keberpihakan dalam penyediaan
layanan publik dan jasa transportasi. Pemerintah dan penyedia jasa
transportasi memiliki kewajiban untuk tidak hanya memikirkan keberadaan
fisik fasilitas tersebut, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-
benar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan. Ini
adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan setara bagi
semua warganya.

Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 di Stasiun Purworejo
Fasilitas Fisik tidak Memadai
Salah satu temuan utama adalah bahwa fasilitas fisik di Stasiun Purworejo

seperti ramp, elevator, dan jalur pemandu (guiding block) masih belum sesuai
dengan standar aksesibilitas yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016. Ramp
yang ada terlalu curam dan tidak dilengkapi dengan pegangan tangan
(handrail) yang memadai, sehingga menyulitkan pengguna kursi roda untuk
mengakses peron dengan aman. Elevator tidak selalu berfungsi dengan baik
dan kadang-kadang tidak tersedia pada waktu-waktu tertentu. Hal ini
mengurangi mobilitas penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda,
lansia, dan mereka dengan keterbatasan mobilitas.

Meskipun masalah aksesibilitas fasilitas transportasi juga terjadi di berbagai
stasiun lain, terutama di daerah dengan infrastruktur terbatas (Ariyanto &
Wibowo, 2021), pemilihan Stasiun Purworejo sebagai kajian dalam penelitian
ini memiliki urgensi yang spesifik. Stasiun Purworejo, meskipun memiliki
volume penumpang yang lebih rendah dibandingkan dengan stasiun besar
lainnya, merupakan salah satu pintu gerbang penting untuk masyarakat
Purworejo dan sekitarnya. Selain itu, statusnya yang nonaktif dan
penetapannya sebagai cagar budaya oleh PT KAI memberikan tantangan
tambahan dalam perencanaan dan pengembangan aksesibilitas yang sesuai.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali masalah aksesibilitas yang mungkin
tidak hanya terkait dengan fasilitas fisik, tetapi juga aspek kebijakan dan
peraturan yang lebih luas, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi
yang lebih komprehensif untuk perbaikan di Stasiun Purworejo dan mungkin
juga menjadi model untuk stasiun lainnya di daerah yang serupa.

Salah satu solusi yang diusulkan untuk meningkatkan aksesibilitas di Stasiun
Purworejo adalah dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses
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perencanaan dan evaluasi fasilitas. Dengan melibatkan mereka secara
langsung, pihak berwenang dapat memperoleh wawasan berharga tentang
kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi saat menggunakan fasilitas
transportasi. Penelitian oleh Indrajaya et al. (2022) menekankan pentingnya
partisipasi penyandang disabilitas dalam pengembangan kebijakan dan
infrastruktur, karena hal ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih
inklusif dan efektif, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sesuai
dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016.

Kurangnya Petunjuk Visual dan Informasi Ramah Disabilitas

Selain kendala pada fasilitas fisik, penelitian ini juga menemukan bahwa
petunjuk visual dan informasi di stasiun kurang ramah bagi penyandang
disabilitas sensorik, seperti tunanetra dan tunarungu. Tidak adanya informasi
dalam bentuk braille atau informasi suara bagi tunanetra, serta sistem
pemberitahuan visual yang minim untuk tunarungu, membuat penyandang
disabilitas kesulitan dalam mengakses informasi penting mengenai jadwal
keberangkatan kereta atau arah tujuan peron.

Hasil ini sejalan dengan temuan di kota-kota besar lain seperti Yogyakarta dan
Jakarta, di mana studi tentang stasiun-stasiun besar juga menunjukkan bahwa
informasi ramah disabilitas sangat minim dan seringkali diabaikan dalam
perencanaan infrastruktur transportasi (Susanto, 2020). Kurangnya perhatian
terhadap penyediaan informasi bagi penyandang disabilitas sensorik
menegaskan bahwa penerapan aksesibilitas masih belum komprehensif.

Minimnya Pelatihan Petugas Stasiun

Temuan lain yang cukup mencolok adalah minimnya pelatihan petugas stasiun
terkait penanganan penyandang disabilitas. Wawancara dengan beberapa
penyandang disabilitas yang menggunakan Stasiun Purworejo menunjukkan
bahwa sebagian besar petugas tidak memiliki pemahaman yang baik tentang
cara memberikan layanan yang responsif dan inklusif kepada penyandang
disabilitas. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka merasa
diabaikan atau bahkan diperlakukan secara tidak sensitif.

Studi di stasiun-stasiun lain di Indonesia menunjukkan bahwa pelatihan bagi
petugas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-
hak penyandang disabilitas dan bagaimana memberikan layanan yang lebih
baik bagi mereka (Rachmawati & Wulandari, 2019). Ini menjadi aspek penting
yang harus diperhatikan oleh pengelola stasiun untuk menciptakan
pengalaman perjalanan yang lebih inklusif bagi semua penumpang.
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Lebih lanjut, kurangnya dukungan dari manajemen stasiun untuk
menyediakan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung
aksesibilitas juga menjadi kendala utama. Beberapa petugas menyatakan
bahwa mereka ingin memberikan layanan yang lebih baik kepada penyandang
disabilitas, namun tidak memiliki alat atau pelatihan yang memadai untuk
melakukannya. Penelitian oleh Wijaya dan Utami (2020) menunjukkan bahwa
pengelola stasiun perlu berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas
dengan menyediakan fasilitas yang tepat dan mendukung pelatihan bagi
petugas, agar mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam menciptakan
lingkungan yang inklusif bagi semua penumpang. Hal ini menegaskan
pentingnya pendekatan holistik dalam meningkatkan aksesibilitas di stasiun.

Stigma dan Kurangnya Kesadaran

Selain hambatan fisik, terdapat juga hambatan non-fisik yang berhubungan
dengan stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat. Beberapa
penyandang disabilitas menyampaikan bahwa mereka sering mengalami
diskriminasi atau merasa diperlakukan secara berbeda oleh pengguna layanan
lainnya. Hal ini memperkuat stigma sosial yang menghalangi terciptanya
ruang publik yang benar-benar inklusif bagi penyandang disabilitas.

Riset yang dilakukan oleh Sugiyanto (2020) di berbagai kota besar di
Indonesia juga mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat umum
mengenai hak-hak penyandang disabilitas masih rendah. Perlu ada upaya
pendidikan dan sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya inklusi dan
aksesibilitas di fasilitas umum, baik di tingkat staf layanan maupun pengguna
umum.

Di samping itu, pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam
perencanaan dan evaluasi fasilitas publik sering kali diabaikan. Suara dan
pengalaman mereka yang langsung berinteraksi dengan lingkungan dapat
memberikan wawasan berharga dalam merancang layanan yang lebih
responsif dan inklusif. Penelitian oleh Yulianto dan Rachmawati (2021)
menekankan bahwa partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses
pengambilan keputusan di tingkat komunitas dapat membantu mengurangi
stigma dan mendorong kesadaran di masyarakat. Dengan melibatkan mereka
secara langsung, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih
memahami dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam
aksesibilitas.
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Rekomendasi Perbaikan Aksesibilitas

Mengatasi berbagai kendala ini, diperlukan peningkatan dalam aspek fisik dan
nonfisik infrastruktur. Dalam hal fisik, perbaikan ramp, pemasangan elevator
yang berfungsi secara konsisten, serta penyediaan guiding block yang sesuai
standar adalah prioritas utama. Selain itu, pelatihan khusus bagi petugas
stasiun terkait penanganan penyandang disabilitas sangat diperlukan untuk
memastikan layanan yang inklusif.

Sementara itu, dari segi informasi, diperlukan peningkatan dalam penyediaan
informasi ramah disabilitas, seperti tanda braille untuk tunanetra dan sistem
pemberitahuan visual bagi tunarungu. Rekomendasi ini didasarkan pada
pengalaman yang juga ditemukan di daerah-daerah lain yang mulai
menerapkan peningkatan aksesibilitas, seperti Surabaya dan Yogyakarta.
Adanya peningkatan dalam berbagai aspek ini, diharapkan Stasiun Purworejo
dapat menjadi model bagi stasiun lain di wilayah pedesaan untuk mewujudkan
aksesibilitas yang lebih inklusif dan setara bagi semua warga negara, terutama
penyandang disabilitas.

Aksesibilitas non-fisik merujuk pada aspek-aspek yang mendukung partisipasi
penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat, yang tidak berkaitan
langsung dengan infrastruktur fisik seperti bangunan atau fasilitas umum. Ini
meliputi elemen-elemen seperti informasi yang ramah disabilitas, pelatihan
bagi petugas, sistem komunikasi yang inklusif, serta sosialisasi dan kampanye
kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Pendidikan
masyarakat tentang inklusi dan kesadaran akan hak-hak penyandang
disabilitas sangat penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang
sering kali menjadi hambatan bagi mereka dalam mengakses layanan dan
fasilitas. Dengan demikian, aksesibilitas non-fisik berfokus pada penghapusan
hambatan sosial, budaya, dan psikologis yang memfasilitasi penyandang
disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat tanpa
merasa terdiskriminasi atau terhambat oleh kurangnya pemahaman atau
sensitivitas terhadap kebutuhan mereka. Penelitian oleh Sari dan Putri (2022)
menunjukkan bahwa program pendidikan publik yang melibatkan masyarakat
dapat meningkatkan pemahaman dan empati terhadap penyandang
disabilitas, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam menciptakan
lingkungan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, langkah-langkah proaktif
untuk melibatkan masyarakat dalam kampanye aksesibilitas sangat
dianjurkan.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun
2016 memerlukan peningkatan implementasi melalui kerjasama antara

162 Widodo & Sapardiyono



Ahmad Dahlan

Legal Perspective
Volume 4, Issue 2, 2024, pp. 150-166

Y,
A

S5,

berbagai stakeholder, seperti pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta,
pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penyandang
disabilitas. Pemerintah bertanggung jawab dalam kebijakan dan regulasi,
sementara pihak swasta dan pelaku usaha harus menyediakan fasilitas ramah
disabilitas, dan konsumen mendukung produk serta layanan inklusif.
Kerjasama ini penting untuk memastikan hak penyandang disabilitas tidak
hanya tercatat dalam undang-undang, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari.

Komparasi Penelitian Sebelumnya tentang Implementasi Aksesibilitas

bagi Penyandang Disabilitas
Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran tambahan mengenai

tantangan dan solusi dalam implementasi UU No. 8 Tahun 2016 terkait
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik pada fasilitas publik secara
umum maupun secara spesifik pada stasiun kereta api. Studi Aksesibilitas di
Fasilitas Publik Kota Surabaya (Sari & Hadi, 2020). Penelitian ini menunjukkan
bahwa meskipun kota besar seperti Surabaya telah berupaya menerapkan
fasilitas ramah disabilitas di tempat-tempat umum, seperti terminal bus dan
stasiun kereta, masih terdapat kendala pada pelaksanaan di lapangan.
Tantangan utamanya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah
dan pengelola fasilitas dalam memastikan pemeliharaan fasilitas seperti
guiding block dan ramp yang sering kali rusak. Selain itu, penelitian ini
menekankan bahwa pelatihan bagi petugas layanan publik hanya bersifat
formalitas, sehingga pengetahuan praktis mereka tentang penanganan
penyandang disabilitas masih minim. Hasil ini menunjukkan kesamaan
dengan kondisi di Stasiun Purworejo, terutama pada aspek kurangnya
pelatihan petugas. Aksesibilitas di Stasiun Perkotaan dan Perdesaan (Ariyanto
& Wibowo, 2021). Penelitian ini menggarisbawahi bahwa perbedaan
signifikan terjadi antara stasiun di kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta
dengan stasiun di wilayah perdesaan, seperti Purworejo. Stasiun di kota besar
umumnya telah memenuhi standar aksesibilitas lebih baik karena adanya
anggaran yang lebih besar dan pengawasan ketat dari pihak regulator.
Sebaliknya, stasiun di perdesaan sering kali terabaikan, dengan fasilitas
aksesibilitas yang kurang memadai dan minimnya layanan pendampingan
bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar
kebijakan aksesibilitas tidak hanya diterapkan secara umum, tetapi juga
disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan lokal.

Pengaruh Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Kebijakan
(Indrajaya et al, 2022). Dalam penelitian ini, partisipasi penyandang
disabilitas dalam proses perencanaan kebijakan aksesibilitas terbukti
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meningkatkan efektivitas penerapan infrastruktur ramah disabilitas. Sebagai
contoh, di stasiun-stasiun utama kota Bandung, fasilitas seperti jalur guiding
block dan papan informasi dalam huruf braille dirancang berdasarkan
masukan langsung dari komunitas penyandang disabilitas. Hasilnya, tingkat
kepuasan pengguna disabilitas meningkat signifikan, dan fasilitas lebih sesuai
dengan kebutuhan pengguna. Hal ini menguatkan argumen bahwa
keterlibatan penyandang disabilitas di Stasiun Purworejo dapat membantu
menciptakan infrastruktur yang lebih inklusif. Ketersediaan Informasi Ramah
Disabilitas (Susanto, 2020). Studi di beberapa stasiun utama di Indonesia
menemukan bahwa ketersediaan informasi ramah disabilitas, seperti teks
braille, audio pengumuman, dan papan informasi visual, sangat minim.
Penyandang disabilitas sensorik seperti tunanetra dan tunarungu sering kali
merasa kesulitan mendapatkan informasi yang jelas, terutama saat terjadi
perubahan jadwal kereta. Penelitian ini relevan dengan kondisi di Stasiun
Purworejo, di mana petunjuk visual dan informasi ramah disabilitas masih
sangat terbatas. Susanto merekomendasikan bahwa penggunaan teknologi
digital seperti aplikasi mobile dapat menjadi solusi untuk memberikan
informasi secara lebih inklusif. Program Edukasi Publik tentang Hak
Penyandang Disabilitas (Yulianto & Rachmawati, 2021). Penelitian ini
mengungkapkan pentingnya kampanye publik untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas. Di Kota
Semarang, kampanye yang melibatkan komunitas penyandang disabilitas
secara aktif berhasil mengurangi stigma sosial dan meningkatkan pemahaman
masyarakat umum. Hasilnya adalah peningkatan dukungan terhadap
implementasi fasilitas ramah disabilitas, baik dari pemerintah maupun
masyarakat. Hal ini dapat menjadi rujukan untuk program edukasi di
Purworejo guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai hak-hak disabilitas terhadap fasilitas publik, khususnya
aksesibilitas sarana dan prasarana dalam moda transportasi kereta api, telah
diatur dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2016. Ketentuan ini menjamin hak
penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam fasilitas
publik. Implementasi ketentuan ini di Stasiun Purworejo dapat dikatakan
belum cukup baik, karena meskipun terdapat beberapa fasilitas untuk
penyandang disabilitas, seperti ramp, namun masih ada kekurangan dalam
penyediaan fasilitas yang memenuhi standar aksesibilitas. Selain itu, masih
terbatasnya pelatihan petugas, kurangnya informasi ramah disabilitas, dan
kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak-hak penyandang disabilitas
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menjadi hambatan dalam menciptakan stasiun yang inklusif dan ramah
disabilitas.
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